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Perkembangan inovasi di bidang teknologi menyebabkan beragamnya model dan variasi teknologi finansial.
Sebagai langkah untuk memastikan optimalisasi teknologi finansial bagi pertumbuhan ekonomi dan
pencegahan adanya potensi gangguan stabilitas sistem keuangan, regulatory sandbox digunakan untuk
menguji inovasi, layanan, model bisnis, dan mekanisme layanan teknologi finansial. Penggunaan regulatory
sandbox kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana model pengaturan serupa diterapkan diberbagai
negara dan bagaimana kerangka hukum di Indonesia mengatur mengenai regulatory sandbox. Selanjutnya
dibahas peranan regulatory sandbox dalam menjamin akuntabilitas dan keamanan penyelenggaraan
teknologi finansial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif.

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah berbagai negara menerapkan regulatory sandbox
dengan tahapan Application, Selection, Regulatory Sandbox dan Exit. Perbedaan pengaturan regulatory
sandbox yang diterapkan dapat dilihat dari tigaindikator: peserta, manfaat, dan perlindungan konsumen.
Regulatory sandbox di Indonesia diakomodir oleh dua lembaga, yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa
Keuangan. Dari segi teknis, lembaga pemerintahan yang berwenang mengatur serta mengawasi
penyelenggaraan fintech ialah Kemenkominfo dan BSSN. Fintech tergolong sebagai sistem elektronik
pelayanan publik harus melakukan pendaftaran ke Kemenkominfo dan penyelenggaraannya diawasi oleh
BSSN. Tetapi, belum ada koordinasi yang tegas yang dilakukan oleh lembaga pemerintah pelaksana teknis
dan bisnis (Bl dan OJK) dalam kaitannya dengan regulatory sandbox di bidang fintech. Regulatory sandbox
dapat dikategorikan sebagai langkah preventif penyelenggaraan fintech bagi perlindungan masyarakat.
Tetapi langkah represif yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan OJK selamaini sudah sering dilakukan
terkait dengan penyalahgunaan data maupun penipuan yang diselenggarakan oleh fintech.

<hr><i>The development of innovation in the technology sector hasled to avariety of models and
variationsin financial technology. As a measure to ensure the optimization of financial technology for
economic growth and a decrease in the level of financial potential, a sandbox system is used to obtain
innovation, services, business models, and financial technology services. Regulatory sandbox then began to
guestioned about how the rules apply in various countries and how Indonesia regulate about regulatory
sandbox. Then discussed how regulatory sandbox ensuring accountability and security in the
implementation of financial technology. This research is conducted by normative juridical approach.

The conclusions generated from this study are countries that apply regulatory sandbox have general
arrangement: Application, Selection, Regulatory Sandbox and Exit. The difference in the regulatory sandbox
regulations can be seen from three indicators: participants, benefits, and consumer protection. Regulatory
sandbox in Indonesia accommodated by two institutions, Bank Indonesia and Otoritas Jasa K euangan. From
atechnical aspects, regulatory sandbox regulated and supervised by Kementerian Komunikasi dan
Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara. Fintech is classified as an electronic public service system
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which must register with the Kemenkominfo and its implementation is supervised by the BSSN. However,
there has been no firm coordination by technical and business government institution (Bl and OJK)
regarding implementation of regulatory sandbox. Regulatory sandbox can be categorized as a preventive

measure of consumer protection. But the repressive steps coordinate by Kemenkominfo and OJK often been
done related to data security and fraud.</i>



